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BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut dua

sistem Pemerintahan yaitu sistem Pemerintahan Demokrasi dan sistem

Pemerintahan Desentralisasi, dimana Pemerintah dipilih oleh rakyat, demi rakyat

dan umtuk rakyat, dan juga Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada

Pemerintah Daerah untuk menjalankan daerahnya masing-masing dalam artian

Pemerintah Daerah mengelola Pemerintahan dan keuangan daerahnya masing-

masing, pemerintah pusat hanya mengawasi.

Pada era reformasi Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah

Legislatif dan Eksekutif berhasil membuat tiga Undang-undang yang mengubah

Sistem Pemerintahan diIndonesia. Pertama Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedua Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang pelaksanaan perimbangan keuangan, dan yang ketiga Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang baik.

KonsepGood

GovernanceberkaitandenganDemokrasi.Demokrasimemilikiduadimensi, yaitu

yang pertamadimensimasyarakatberupapartisipasimasyarakat, keduadimensi

Negara/Pemerintahan, yaitumeliputitransparansi, responsivitas,

danakuntabilitas.DalamkonsepGood Governanceterdapat 9 prinsipyaitupartisipasi,

kepastianhukum, transparansi, tanggungjawab, berorientasikonsensus,

berkeadilan, efektifdanefisien, akuntabilitasdanvisistrategis.
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PenerapanprinsipGood

Governanceinisangatpentingdalammenjalankantatapemerintahan yang

baik.PrinsipdariGood

Governancejugaberperansebagaipengendalibagipemerintahuntukmenjalankanpem

erintahan yang baikdanterbebasdaritindakkorupsi. (Sirajuddin, 2012)

Berdasarkan Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 tentangPemerintah

Daerah, maka unit

pelaksanaanpembangunandaerahadalahpemerintahKabupaten/Kota.Hal

inijugaterlihatdariketentuan Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 2005

tentangdesa, yang menyatakanbahwaperencanaanpembangunandesa,

merupakansatukesatuandengansistemperencanaanpembangunanKabupaten/Kota.

Undang-undang Nomor.6Tahun 2014 tentangDesa.Pasal 1 ayat 3

dirumuskanbahwa, pemerintahdesaadalahkepaladesadibantuperangkatdesasebagai

penyelenggarapemerintahandesa, yang terdiridari :

1). kepaladesa, Unsurpimpinan

2). pembantukepaladesa, yang terdiriatas:

a. Sekretarisdesa

b. Pelaksanawilayah

c. Pelaksana.teknis

Pasal 79 mengemukakanbahwa,

pemerintahdesamenyusunperencanaanpembangunandesa,

sesuaidengankewenangannyadenganmengacupadaperencanaanpembangunanKabu

paten/Kota.
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Padapelaksanaanprinsip-prinsipgood

governancepadapemerintahandesaPendoloKecamatanPamona Selatan

KabupatenPoso, menunjukkanperananpemerintahandesadalampeleksanaangood

governance sebagiansudahberjalandenganbaik,

namunmasihbanyakhambatandankendaladalampelaksanaannya.penerapanprinsipg

ood governance di desaPendoloKecamatanPamona Selatan

KabupatenPosomasihbelumberjalandenganbaikseperti yang

diharapkanolehmasyarakat, dimanapemerintaahdesabelummaksimal,

dalammenciptakansuatusystempelayanan yang baikbagimasyarakat. Kenyataan

yang terjadi, di dalampelaksanaan program-program

pemerintahdesaPendolomasihsangatbanyakdijumpaipenyimpangandaripihak-

pihakterkait yang mencerminkanlemahnyapenerapanprinsipTransparansi ataupun

prinsip AkuntabilitasolehpemerintahdesaPendolo.

BerdasarkanUraiandiatas,

makapenulistertarikuntukmelakukanpenelitiandenganjudul “IMPLEMENTASI

PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DESA PENDOLO

KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO”.

B. RumusanMasalah

BerdasarkanLatarBelakang di atas,

penulismerumuskanmasalahsebagaiberikut :

1. Bagaimanaimplementasiprinsipgood

governancepadapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan

KabupatenPoso?
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2. Faktor-faktorapasaja yang berpengaruhpadaimplementasiprinsipgood

governancepadapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan

KabupatenPoso?

C. TujuandanManfaatPenelitian

1. TujuanPenelitian

a. UntukmengetahuibagaimanaImplementasiPrinsipGood

GovernancepadapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan

KabupatenPoso

b. UntukmengetahuiFaktor-faktorapasaja yang

berpengaruhpadaImplementasiPrinsipGood

GovernancepadapemerintahanDesaPendoloKecamatanPamona Selatan

KabupatenPoso.

2.  ManfaatPenelitian

Manfaatdaripenelitianini adalahsebagaiberikut :

a. ManfaatSecaraAkademis

Penelitianini dapat

menambahpemahamandanpengetahuanbagimasyarakatilmiah,

mengenaiimplementasiprinsip-prinsipgood

governancepadapemerintahandesa.Hasildaripenelitianini,
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diharapkandapatdijadikanreferensibagipeneliti yang

berminatuntukmengadakanpenelitiandengan topic yang sama.

b.  ManfaatSecaraPraktis

1) BagiPeneliti

Riset inibisa menambah pengetahuankepada, tentangimplementasiprinsip-

prinsipGood Governancepadapemerintahandesa.Selainitu, penulis dapat

membandingkanantarailmu, yang

diperolehdaribangkuperkuliahandengankeadaan yang sebenarnya,

padaobjekpenelitiansertamenambahpengetahuan,

danpengalamandalamduniakerja.

2) BagiPemerintahDesa

Penelitianinidapatmenjadibahanpertimbangan,

bagipemerintahandesasehinggaaparaturdesadalammenjalankanpemerintahanny

a, dapatlebihberpartisipasi, transparan, akuntabel, dan responsive.

3) BagiMasyarakat

Penelitianini dapat memberikaninformasibagimasyarakat,

tentangimplementasiprinsip-prinsipGood

GovernancepadapemerintahandesakhususnyabagimasyarakatdesaPendoloKeca

matanPamona Selatan KabupatenPoso.


